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BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPAT: LIMA PULUH KOTA
NOMOR8S TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Retormasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta
memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi
agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten,
akuntabel dan berkelanjutan. diperlukan sebuah Road
Map reformasi birokrasi sebagai salah satu acuan
dalam menyusun dokumen perencanaan Strategis
daerah Kabupaten Lima.Puluh Kota:
bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi
sebagaimana dimaksud perlu menyusun dan
menetapkan Road Map reformasi birokrasi:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daiam huruf a dan huruf b. perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kkabuparen Lima
Puluh Kota Tahun 2021-2026.
Pasal 18 ayat 16! Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

@.

b.

2.

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran



u

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan WHebas dari

Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
Undang-Undang Nomor 3! Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974!
sebagaimana telah diuhah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peruhahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor i19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undarg Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63981:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20!4 Nomor 6. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5404):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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10.

11.

12.

13.

14.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

lentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402):
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Berita

Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun
2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Relormasi
Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163):
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

dll,
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Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 151.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

l.
2.

le
)

6.

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penvelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.
Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Tim Kelompok Kerja adalah Tim Pelaksana pada Tim
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota.

3.
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10.

11.

12.

14.

15.

16.

Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
yang selanjutnya disingkat Tim PMPRB adalah Tim
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara
Online Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang
selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi vang dilakukan
secara mandiri (selfassessement) oleh Pemerintah Daerah.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnva
disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota vang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi
dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan
terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrei,
realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan vang
ada, perubahan paradigma dan dengan upava luar biasa.

8.

9.

. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk-

yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi
nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam
bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi
(GDRB) vang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun
sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi
birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama
5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi
Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang
menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang
diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka
pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota
Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.



BAB I!

MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Maksud
Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota.

Bagian Kedua

Tujuan
Pasa! 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar
berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten. terintegrasi,
melembaga dan berkelanjutan.

BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 4

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintakan Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

(2! Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada
aya! (li disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB ! : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2016-2021

3

BAB III | ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-
2026

BAB IV 1: SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

—



BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI 2021-2026

BAB VI : PENUTUP

(3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 berdasarkan
tahapan, waktu dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai
penanggungjawab program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 1 Juni 2022

Laupari LIMA PULUH
sora

SAFARUD ARO RAJO
Diundangkk sarilamakn di
Pada tangga JW 2022

SEKRETRRIS DAERAH

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 NOMOR .15

Pa0"1s



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR YG TAHUN 2022
TANGGAL 2 2 Nun 2022
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2021-2026
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan
reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima
tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demikian, Road Map ini
akan menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang
lebih baik dapat terwujud. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang
Grand Design Retormasi Birokrasi 2010-2025 mengamanahkan penyusunan
dan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi setiap 5 (lima) tahunan.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis
dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk
memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai
sasaran reformasi birokrasi, vaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan

akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik vang prima.
Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan vang baik. Hasil-hasil vang telah

diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2016-2021 menjadi
dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2021-
2026). Karena itu. pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2026 merupakan
penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Secara umum, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan
reformasi birokrasi periode sebelumnya berisi tentang upava, hasil dan

dampaknya, analisis lingkungan dan isu strategis berisi gambaran lingkungan
birokrasi saat ini dan isu strategis yang dihadapi, sasaran dan strategi
pelaksanaan reformasi birokrasi, dan manajemen pelaksanaan reformasi
birokrasi.

Pijakan awal dalam mengurai perjalanan Reformasi Birokrasi di

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dengan mengidentifikasi gambaran umum
dari birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini.

Kerangka gambaran umum dibangun bertumpu pada sasaran reformasi
birokrasi yang telah ditetapkan secara nasional, yaitu |) Birokrasi yang bersih
dan akuntabel, 2) Birokrasi vang kapabel: dan 3) Pelavanan publik yang prima.

2
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Maka langkah-langkah perubahan vang akan dilakukan melalui delapan area

perubahan terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-

undangan/ Deregulasi Kebijakan: Penataan Organisasi/Kelembagaan: Penataan

Ketatalaksanaan: Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas,

Penguatan Pengawasan, dan terakhir adalah Peningkatan Kualitas Pelavanan
Publik. Selain itu, Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota

juga memuat Ouick Wins, yaitu pelayanan yang bersifat strategis bagi

pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat

diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satuj tahun, merupakan satu fungsi
dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakatdan atau pemangku

kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan Ouick Wins adalah jenis
pelayanan vang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan

memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang
sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan
secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak
penguatan pada langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan uraian tentang
rencana kegiatan Reformasi Birokrasi vang akan dilaksanakan dalam 5 (lima)
tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan/pembenahan,
prioritas yang harus terus diperlihara, dan prioritas pelayanan publik. Rencana
Aksi berisi program/ kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan

yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, serta

penanggungjawabnya.
Dalam rangka mengawal Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima

Puluh Kota tahun 2021-2026 agar sesuai dengan vang direncanakan, maka
dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi

birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan

kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan
untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan

tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Berdasarkan proses monitoring,
berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dibenahi pada saat

kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi

penyimpangan dari target vang tclah ditentukan.

y
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Salah satu prasyarat utama dari terciptanva pembangunan nasional yang

berkualitas adalah tata kelola pemerintahan vang baik. Dalam rangka
memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah vang baik. maka
dibutuhkan reformasi birokras: vang berkelas dan efektif. Birokrasi vang baik,
bersih, sederhana, dan 'Nleksibel, serta didukung oleh proses tata kelola yang
cepat dan SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelavanan publik
yang prima dan tentunya berdampak baik pada pencapaian agenda
pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi 8irokrasi vang cfcktif,
pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi
Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan
dilaksanakan oieh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan.

Melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025. perencanaan tata kelola reformasi birokrasi
terbagi dalam tiga fase Road Map Reformasi Birokrasi vaitu Road Map
Retormas! Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024 vang
tersusun secara sistematis dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun. Hal ini, dalam
rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi: birokrasi dari satu tahapan ke
tahapan selanjutnya dapat benalan efektif dan efisien serta berkelanjutan. Pada
fase ini, reformasi birokrasi telah menginjak periode ketiga atau terakhir, vaitu
Road Map Reformasi Birokrasi periode 2021-2026, setelah periode scbclumnva
Cukup terlaksana dengan baik. Pada fase akhir ini, pencapajan reformasi
hirokras! diharapkan mewujudkan karakter birokrasi yang berkelas dunia
Iworld class bureaucracy| dengan watak birokrasi yang memberikan pelayanan
publik semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan vang efektif dan
efisien. Hal ini sejalan dengar arus perkembangan reformasi birokrasi negara-
negara di dunia yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, efektif
dan efisien, serta kualitas pelayanan prima dalam kinerja pemerintahannya.
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Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi

PEMERINTAHAN KELAS DUNIA
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Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menten Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 20120 Tentang Roud
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail
mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan
arahan mengena: perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran
reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabri,
birokrasi vang kapabel dan pelayanan publik vang prima. Dalam rangka
mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut, dilakukan dengan cara
memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan vang dipadukan
dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud dengan
berfokus pada delapan area perubahan.

Road Map Reformasi Birokrasi periode 2021-2026 mengedepankar asas
fokus dan prioritas. Fokus berarti upaya reformasi birokrasi akan dilakukan
secara fokus pada akar masalah tata keloia pemerintahan. Sedangkan, prioritas
dimaksudkan bahwa Pemenntah kabupaten Lima Puluh Kota akan memilih
prnontas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dcngar karakteristik
sumber daya dan tantangan vang dihadapi. Keberlanjutan pelaksanaan
reformasi birokrasi memiliki peran penting daiam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. !fasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan
reformasi birokrasi pada periode sebelumnya (periode 2016-2021) me jadini
dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya.
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Sehingga, pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi periode 2021-2026 ini

merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan
sebelumnya.

Merujuk pada pencapaian periode sebelumnya, Dalam rangka
meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya
integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota, terdapat beberapa hai vang perlu disempurnakan yaitu:
1. Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim

penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi
Reformasi Birokrasi. serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi
tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan
berkelar'utan dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi:

2. Merumuskan pola change management yang sesuai dengan karakteristik,
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan perangkat daerahnya,
terutama agar peran agen perubahan dapat lebih optimal dan pemahanan
pelaksanaan R8 dapat merata internalisasinya pada senap individu
iterbentuk mindser dan culture se? budava kinerjal. Hal ini sebagai upava
agar pelaksanaan RB lebih efektif dalam memperbaiki tata kelola internal,
mewujudkan hasil nvata dan menjawab kebutuhan stakeholder

td Opumalisasi arca Deregulasi Kebijakan dengan menyusun peta keterkaitan
kebijakan dan mengoptimalkan seluruh kebiakan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mampu berkontribusi dalam
memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat:

4. Melakukan Penvederhanaan Birokrasi yang berpedoman Peraturan Menteri
PANRB Nomor 28 Tahur 2019 tentang Penvetaraan Jabatan Administrasi
ke dalam Jabatan Fungsional. Hai tersebut merupakan bagian dari upava
mewujudkan biroxrasi vang dinamis, lincah (agrle), dan profesional:

9. Menyusun peta proses bisnis secara menveluruh dan melakukan evaluasi
terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja
berjalan secara optimal:

6. Optimalisasi penerapan E-Government di lingkungan Pemenntah
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melakukan pemantauan dan evaluasi
secara berkala:

7. Optimalisasi pengelolaan sistem manaiemen SDM dengan menindaklanjuti
prmanfaatan hasil Assessment sebagai dasar pengembangan karir individu
berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi
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pegawai atau HDCP dan melaksanakan pemetaan talenta pengawai dengan
baik dan menyeluruh

8. Menindakianjuti rekomendasi hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instasi
Pemerintah (AkIP| secara menyeluruh serta mengidentifikasi celah

perbaikan lain untuk memastikan peningkatan akuntabilitas kinerja yang
signifikan dan berkelanjutan:

9. Optimalisasi implementasi kebijakan pengawasan internal, terutama dalam
hal penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle

Blouang System, benturan kepenungar sera penerapan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah dan mengoptimalkan perar APIP sebagai
Ouahty Assurance and Consulting kaitannya dengan keuangan dan kinerja:

10. Meningkatkan kualitas pelavanan publik dengan implementasi pemberian
kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar secara merata,
menindaklanjuti hasi: penilaian survei kepuasan masyarakat secara
berkelanjutan dan mendorong inovasi pelavanan agar mampu memberikan
kepuasan kepada masyarakat serta memperkuat integritas penvedia
layanan:

11. Mencanangkan pembangunan Zona Integritas pada beberapa unit kerja
yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu pcrcepatan pelaksanaan
reformasi birokrasi di Kabupaten Lima Puluh kota.
Secara umum, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi
birokrasi periode sebelumnya berisi tentang upava, hasil dan dampaknya,
analisis lingkungan danisu straregis berisi gambaran lingkungan hirokrasi saat
ini dan isu strategis yang dihadapi, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi
birokrasi, dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.2. Dasar Hukum
|. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepousme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851:

2, Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5494):

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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O.

ba

10.

11.

12.

24. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731,
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025:
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122):
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerna Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80::
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 81,

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Manajemen Perubahan,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 15381:

Peraturan Menter: Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 11683:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455j:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilavah Bebas Korupsi dan Wilavah
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13.

14.

16.

17.

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemenntah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813):
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pelavanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 25):
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 441i:

. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun-15

2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Limau Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 101:

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor

15,
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah IRPUMI))

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupa:en Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor

1.

1.3. Sistematika RoadMap Reformasi Birokrasi
Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021-2026 terdiri dari :

IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini digambarkan secara singkat latar belakang,
dasar hukum. maksud dan tujuan. dan sistematika
penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
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BAB II

BAB III

BAB IV

BAB VI

EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA 2016-2021
Pada Bab ini diuraikan Capaian Implementasi Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Hasil/ Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Rekomendasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Atas Implementasi Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,

Tantangan/ Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
serta kondisi vang Diharapkan

ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026
Pada Bab ini diuraikan Analisis Lingkungan Strategis dan
Isu Strategis Reformasi Birokrasi

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI 2021-2026
Pada Bab ini diuraikan Tujuan, Sasaran. Strategis
Pelaksanaan. Program | Kegiazan Delapan Area Perubahan
Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi/Wilavah Birokrasi Bersih Melavani,

B

Ouick Wins, Prioritas Perangkat Daerah dan Rencana Aksi

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2021-2026
Pada Bab ini diuraiakan Tim Retormasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, monitoring,

v

evaluasi dan pendanaan pelaksanaan reformasi birokrasi

PENUTUPB
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BAB II
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021

2.1. Kebijakan Reformasi Birokrasi
Dinamika pelaksanaan dan capaian program Reformasi Birokrasi menjadi

pertimbangan dalam perbaikan beberapa kebijakan umum Reformasi Birokrasi.
Salah satu isu yang sering muncul dari pelaksanaan evaluasi yang dilakukan
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
yaitu terkait dengan sinkronisasi aturan di tingkat pusat. Dalam penyusunan
kebijakan Road Map ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi telah melibatkan berbagai instansi di tingkat pusat dalam
rangka mendapat masukan dan sinkronisasi berbagai kebijakan.

kebijakan yang dinilai terlalu detail atau kaku telah diperbaiki dengan
tujuan memberikan ruang vang lebih bagi masing-masing instansi untuk
menyusun program Reformasi Birokrasi dengan kebutuhan dan karakreristik
masing-masing. Kebijakan vang tertera dalam Road Map ini bersifat sebagai
panduan umum dalam rangka menvediakan sebuah indikator yang minimum
perlu dicapai oleh setiap instansi. Aspek ini menjadi pertimbangan mengingat
kemampuan masing-masing daerah tidak sama sehingga perlu penyesuaian
target capaian Reformasi Birokrasi. Lebih dari itu, sinkronisasi kebijakan,
kontekstualisasi bagi kebutuhan pengguna, pengelolaan pengetahuan berbasis
virtue yang inapan, serta pengarusuramaan inovasi merupakan komponen
resep perubahan tata keiola pemerintahan vang diperlukan bagi menviapkan
pemerintah dan tnasyarakat menjalani era digital. Revolusi Industri 4.0.

Dalam Road Map ini terdapat indikator yang telah disinkronkan dengan
RPJMD dan target capaian dari setiap sasaran Reformasi Birokrasi. Indikator
vang disusun juga mempertimbangkan hasil evaluasi dari masyarakat sebagai
obiek sekaligus subjek dari program Reformasi Birokrasi. Hal ini berangkat dari
paradigma gorwernarve vang meniadi salah satu kunci sukses pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Penggunaan paradigma governance menuntut
kementerian, lembaga/ pemerintah daerah untuk melibatkan aktor-aktor di luar
pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program Reformasi
Birokrasi. Dengan demikian, pelibatan masyaraka! secara lebih intens menjadi

a

an
salah satu agenda prioritas dalam setiap kebiiakan Reformasi Birokrasi.
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2.2. Area Perubahan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

telah menetapkan delapan area perubahan vang tertera dalam Road Map
Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi vang dilakukan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kedelapan arca
tersebut oleh kementerian/lembaga pemerintah daerah dinilai masih relevan
untuk dijalankan. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan
dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformas: Birokrasi melakukan klasterisasi: regrouping
arca berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam Road Map
baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dari masing-
masing arca. Selain isu klasterisasi ' regrouping area perubahan, muncul usulan
dari kementerian/lembaga/ pemerintah daerah untuk diberi keleluasaan dalum

memprioritaskan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan di
instansi masing-masing. Berdasarkan prioritas. delapan area perubahan dapat
menjadi semacam “list of prioritf vang masing-masing instansi diberi
keleluasaan untuk menentukan fokus prioritas dan kemudian menyusun
program yang relevan. Dengan demikian, area perubahan tersebut lebih

dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan
dengan kondisi dan kapasitas masing-masing organisasi.

Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi Birokrasi
tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan Reformasi
Birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan arca perubahaan dalam
Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai
berikut:

Gambar 2. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

S$
Manajemen Derepuilasa Penataan Penataan
Perubahan Kebunkan Orparisasi Tatsink sana

1
IK 2 eR n ,

"

- - ta. | dah
Penataan SDM Denkuatan Periruatan Perueharat

Aparatur Akuntakiitas Pegaaasan Kualitas Pehsanan

In

Punk
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2.3. Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan program

Reformasi Birokrasi periode 2016-2021 dengan baik. Sclanjumnva, sebagai
wujud continuous improvemen! Reformasi Birokrasi, maka akan dilakukan
program Reformasi Birokrasi tahap selanjutnya dalam penode 2021-2026.

Capaian implementasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode 2016-2021 sebagaimana disajikan
pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Capaian Proses Pada 8 (Delapan) Area Perubahan

"Ro. ! Area Perubahan
|

—

Sudah dilaksananakan
0

Ket !
TS 3 “Ta—— .—

| . - —
1 Manajemen Perubahan I| Tim Retormas: Birokrasi

e Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi
sesuat kebutuhan orgarusasi. namun belum
melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai
rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi. baik
dalam hal tindaklanjut hasi! monitoring dan
cvaluasi rencana kerja maupun hasil kerja.

2, Road Map Reformasi Birokrasi
e Rara! Map Reformasi Birokrasi telah disusun

dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Lima Puluh Kota Nomor F5 Tahun 2017

tentang Road Map Reformasi Dirokrasi
Pemerintah Kabupasen Lima Puluh Kora
Tahun 2016-2021. Road Map ini telah

mencakup 8 area perubahandan giack uins,

namun helum sepenuhnya melibatkan
sejuruh unit kerja di Prmerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota dilibatkan dalam

penyusunan dan telah mendapatkan
sonialisasi.

3) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Hirokrasi
6 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi IPMPRB! telah direncanakan dan

diorgarisasikan. namun mash belum

oprimal dalam pelaksanaannya karena baru

pada 18 perangkat daerah.
» Seluruh Penilai Mandin Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB: telah
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'No.!| Area Perubahan ! Sudah dilaksananakan
2

2. | Penataan Peraturan

Perundang- undangan

ti

3
l

| Ket
|

4

direncanakan dan "diorganisasikan dengan
baik.

Seluruh aktvstas PMPRB telah

dikomumkaskan pada masing masmg unit

Organisasi.
Belum seluruh Tim Asessor PMRB telah

mendapatkan pelatihan. Terapi sebagian

besar Tim Asessor PMPRB telah

mendapatkan pelarihan
Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat
stniktural lapis kedua sebagai asesor

PMPRB dan vang bersangkutan terlibat

sepenuhnya sejak tahap awa! hungga akhir

proses PMPRH.

Koordinator assessor telah melakukan reviu

terhadap seluruh kertas kerja sebelum
menyusun kertas kerja instansi

Mayoritas koordinatvr assessor mencapai:
konsensus dan sehiruh kriteria dibahas

Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut
IRATLi yang telah dikomunikasikan dan

dilaksanakan
Perubahan Pola Pikar dan Budaya Kinena4

Sebagian Perangkat Daerah telah menuliki

Kelompok Hudava kena. Belum dibentuknya
sebagan besar role mode! aparatur sebagai
Wujud pembentukan noer" o7 Charge vang

menjadi teladan dalam praktik
pen elenggaraan pemeriniahan yang
profemonal. berah dan akuntabel sesuai

dengan bidang tugasnya
Harmorusasi

Telah dilakukan identifikasi, analius, dan

pemetaan terhadap peraturan
perundangan-undangan di daerah vang
tdak harmonis Namun. belum sejuruhnva
dilakukan revisi atas peraruran perundang-
undangan yang tidak sinkron.

Simem Pengendalian dalam Penyusunan2
ra

Peraturan Perundang- undangan.
Terdapat sistem pengendalian penvusunan
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Area Perubahan Sudah dilaksananakan

3

3.

peraturan perundangan yangmensvaratkan

adanva rapat koordinasi.
naskah /keterangan akademik dan

persyaratan lainnya
Penataan dan Penguatan 1) Evaluasi dan Penataan

Orgarisasi

Penataan Tatalaksana “1

Telah dilakukan evaluasi kelembagaan untuk
menilai tugas, fungsi, dan ketepatan struktur
organisasi agar tidak ada duplikasi dan

tumpang tindih tugas fungsi serta kesalahan
nomenklatur organisasi. Selain itu telah
dilakukan evaluasi dengan menganalisis
kemampuan struktur organisasi untuk dapat
adaptif terhadap perubahan lingkungan
strategis. Adapun penataan dilakukan agar

organisasi tepat fungsi. tepat proses dan tepat
ukuran.

Proses Bisnis dan SOP
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota telah dibuat. namun untuk peta
proses bisnis Perangkat Daerah belum semua

dijabarkan dalam SOP.

E-Govemment

Pengembangan e-goremmen! di Kabuparen Lima
Puluh Kota telah dimulai dengan memanfaatkan

penerapan teknologi informasi. Secara spesifik
telah dikembangkan e-procuremert untuk

mendukung pengelolaan sistem pengadaan
barang dan jasa vang lebih akuntabel.

Pengembangan e-hnerja untuk menwujudkan
penvelenggaraan sistem pemerintahan yang
bermutu. Namun transformasi digital dalam tata
kelola pemerintahan dan pelayanan publik
belum dioptimalkan seperti pengembangan

aplikasi teknis pada masing masing Perangkat
Daerah guna mempermudah pelayanan. dan

juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber dara

yang terintegrasi.
Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi
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Sudah diinksananakan

3

telah” membentuk “Pejabat Penyelenggara
Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID
Daerah). Selain itu. Pemerintah Kahuputen Lima
Puluh Kota membuat website rexsau dilengkapi
dengan sarana pengaduan masyarakat secara

online melalui Ku temapulun-ulakan said

dengan mendukung program Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Namonal SPIN dan Layanan Aspirasi dan

Pengaduan Online Rakvat (LAPOR, serta

memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumen (PPID) Namun perlu
dioptimalkan terkait proses monitoring. evaluasi

dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan intormasi publik.

Penataan Sistem

Manajemen Sumber Dava
Manusia

1

2

Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesua
Kebutuhan Organisasi. Evaluasi Jabatan,
Penerapan hinera indwidu. dan Sistem
Informasi Kepegawaran Perencanaan pegawai
(lan provekau keburuhan pegawai 5 tahun telah
disusun dan diformalkan dengan telah
disusunnva Analisis Jabatan dan Analis
Beban Kena serta Fvaluam Jabaran Selam itu.
semua kepaja Perangkat Daerah: telah

menandatangari Pakta Integritas dan dari

Pejabat Tingg Pratama sampa dengan
pelaksana. masing-masing telah menyusun dan

menetapkan Perjanjian Kinerja. Yamun

pengembangan SD)M berbasis kompetensi
belum berjalan optimal keseluruh pegawai
berdasarkan dan kebutuhan pengembungan
kompetensi Sistem Informasi kepegawaan
belum dioptimalkan aleh seluruh unit

organisasi dengan '"yxlate data dan sebagai
bahan pendukung pengambilan keljakan
manajemen SDM.
Proses Penerimaan Pegawai Transparan.
Objekuf, Akuntabel dan bebas KKN, Promosi

jabatan Penerapan seleksi tes CPNS yang
ranspyan dan akuntabel melalui penggunaan
Computer Asss'ed Tes ICATI dan penerapan
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No. Area Perubahan Sudah dilaksananakari
3

Ket
4

sistem promosi terbuka untuk jabatanpimpinan
tinggi sudah berjalan namun belum optimal.
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
dan Penegakan Aturan Disiplin/ Kode
Etik/Kode Perilaku Pegawai, Pendidikan dan

pelatihan pegawai belum sepenuhnya
didasarkan pada kompetensi jabatan dan belum

sepenuhnya didukung oleh anggaran yang
mencukupi. Selain itu. belum disusun Standar

Kompetensi Jabatan secara keseluruhan.

Adapun terkuat penegakan aturan disiplin
penilaian kinerja pegawai sudah memanfaatkan

penggunaan teknolog informasi Sistem
Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh

seluruh urut organisasi dengan update data dan

sebagai bahan pendukung pengambilan
kebijakan manajemen SDM.

3

5. Penguatan Akuntabilitas 1

2)

keterlibatan Pimpinan
Seluruh pimpinar terlihat secara langsung
dalam penyusunan Renstra.

Penetapan, Perjanjian Kinerja. dan memantau

pencapaian kinerjasecara berkala.

PengelolaanAkuntabilitas Kinerja
Seluruh Perangkat Daerah berupaya
meningkatkan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada
dokumen akuntabilitas kinerja Sementara itu.

penggunaan sistem pengukuran kinerja
berbasis elektronik belum optimal dalam

menunjang pengukuran kinerja pegawai
7 Penguatan Pengawasan li

2)

Belum optimalnya evaluasi dan tindak lanjut
alas adanya laporan gratifikasi.
Penilaian risiko masih dilakukan oleh sebagian
kecil organisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

sehingga kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko masih belum optimal
dalam rangka penerapan SPIP yang baik di

kabupaten Lima Puluh Kota.

Telah tersusunnya kebijakan tentang Whistle

Blouing System, namun pelaksanan
sosialisasikan dan dievaluasi secara

belum |

3)

mn
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(No. hr Area Perubahan | Sudah dilaksananakan T Ket
———3 —- —

1 2 3
|

3
| !

berjalan secara optimal.
M Belum optimalnya penanganan benturan

kepentingan di selunih urut” organisasi
Kabupaten Lima Puluh kota.

51 Akan diakukan pencanangan Zona Integritas
yang nantinya direncanakan akan dilanjutkan
denganWBK /WBBM.

GS! Seluruh fungsi APIP didukung dengan SDM

yang memada: secara kualitas serta didukung
anggaran yang memadai. Seluruh fungsi|
pengawasan internal telah berfokus pada client

dan audit berbasis risiko

8 Peningkatan kualitas Il: Telah terdapat kebijakan standar pelayanan,
Pelavanan Publik namun belum semuaPerangkat Daerah memilik:

SOP bagi pelaksanaan standar pejavanan dan

pengaduan pelayanan. Budaya pelayanan prima
sudah dyajlankan namun belum optimal. akan

tetap! selinih pelayanan dilakukar secara

terpadu,
2» Pengelolaan pengaduan pelayanan pubik sudah

bealan. namun belum dilakukan secara

opumal, khususnya terkait monitoring dan
evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan
pelayanan pubik.

31 Belum opimalnya pemanfaatan teknologi
informasi dalam pelayanan publik

4 Hasil survei kepuasan masvarakat terhilap
pelavanan publik d masing masing Perangkat
Daerah sebagian belum dibuatkan rencana

tindak lanjut menjadikan dasar sebagai bahan

perencanaan perbakar layanan

2.4. Hasil/Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah
KabupatenLima Puluh Kota
Gambaran umum hasil/'dampak Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2016-2021 dilihat dari 3 (tigai caparan
Sasaran reformasi birokrasi nasional: | Birokrasi yang bersih dan akuntabel: 2)
Birokrasi vang efektif dan efisien: dan 3! birokrasi vang memiiki pelavanan
publik berkualitas. Sebagai baseline, maka akan diuraikan pencapaian dalam
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pelaksanaan reformasi birokrasi Pmerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada

periode 2016-2021 sebaga! berikut:

Tabel 2.2.

Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi

"No. |

”
Sasaran TI Hasil/Dampak Pelaksannan RB T Ket

tm — — : —
1 2 3 4

| L' || Birokrasi yang bersih Secara umum. Pemenntah Kabupaten Luma Puluh
L

| dan akuntabel kota telah melakukan relormasi dalam
mewujudkan Pemerintah Daerah vang bersih dan

|

akuntabel Berbagai hal vang telah dicap oleh
Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota:
a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa
Pengeruahan WTP kepada Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota selama 7? tahun
berturut-turut untuk Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah iLKPD): kabupaten Lima
Puluh Kota tahun 2015, 2016, 2017. 20138.

2019. 2020 dan 2021:
b. Pejahat yang diwajibkan untuk menverahkan

Laporan Harta Kekavaan Penyelenggaraan
Negara (LHKPNI. seluruhnva telah menyerahkan
laporan yang dimaksud kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wujud
transparansi penvelenggaraan pelayanan publik
oleh Pemenntah Daerah

c. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah

menerapkan Sistem Pengendalian Inten
Pemerintah (SPIP) berdasarkan Keputusan
Bupati Lima Puluh Kata Nomor 36 Tahun PCR
tentang Penunjukan Power Asesor. Asesor,
Admin Asesor dan Caunter Part Pelaksana

implementasi SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota
dan akan terus ditingkatkan pelaksanaannya:

d Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi:
Pemenntah (SAK:9 SAKIP Kabupaten Lima
Puluh Kota telah bemilar CC pada tahun 2019
(59.391 dan 2020 telah bernilai B (60.23) serta

pada tahun 2021 bermila 861.141:
e. Prmerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah

mempunyai sarana pengaduan masyarakat
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2 “Birokrasi yang efektif
| dan efisien

mendukung program Sistem Pengelotaan

Pengaduan Pelayanan Publik Namonal (SPAN)
dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapaaras
Perabat Pengelola Informasi dan Dokumen

(PPIDi,

Penerapan 'eknologi nformass di Kabupaten Lima
Puluh Kota sudah dimulat dengan pengembangan
e-goremment. Secara spesifik telah dikembangkan
ep'xurenumt untuk mendukung pengelolaan
sistem pengadaan bang dan jasa vang lebih
akuntabel. Selain itu pemantapan e-snerna untuk

mewujudkan penyelenggaraan sistem pemenntahan
Vang bermutu.

Dalam kaitannya dengan Reformas: Birokrasi vang
efektif dan efisien, capaian pada penode 2016 2021

antara lain:
a Semua kepala Perangkat Daerah telah |

menandatangani Pakta Integritas:
b. Pejabat Tmnppy Pratama sampai dengan

pelaksana. masing-masing telah menyusun dan

menetapkan Penarian Kinena:

«Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi

publik, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
telah membentuk Pejabat Penyelenggara
Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID
Daerahi:

d. Mendapat Prestasi Kinera sangat tinggi pada
tahun 2018 dalam penvelenggaraan pemerintah
daerah berdasarkan LPPD 2018:

e Seluruh Perangkat Daerah telah dilakukan
Analisa Jabatan dan Analisa Beban kena serta

evaluasi jabatan:
| Sebagan Perangkat Daerah sudah memiliki

Kelompok Budaya Kerja:
R. Berdasarkan data hamil dan capaan kinerja

seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun
2021. maka diperoleh tingkat efiwens: kinerja
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Hasil/Dampak Pelaksanaan RB
1” 2 3

terhadap 15 sasaran strategis vang sudah

ditetapkan dalam Pernanjian Kinerja tahun 2021

dengan uraian setiap tingkat capaian kimerja 15

|

|

sasaran sirategs. dan J1 3ndikator adalah
sebanyak 12 sasaran strategis dicap dengan

sangat efisen. dan sisanva sebanyak 3 sasaran

dicapai dengan kurang efimen Capaian kinena
ini menunjukkan bahwa seluruh sasaran

kinerja vang telah ditetapkan mampu dicapai
dengan efaen. dengan sebagian besar sasaran

kinena dicapa! dengan sangar efisien.
3. Birokrasi yang memiliki Dalam kaitannya dengan reformasi Inrokrasi yang

pelayanan publik yang memiliki pelayanan publik vang berkualitas.

berkualitas capaian pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh
kota sebagai berikut
a Telah melaksanakan Survei Indeks kepuasan

Masyarakat (IKM):
b. Sebagian urut kena telah menyusun peta proses

bisnis
Cc. Unit kerja vang melakukan pelayanan telah

ANYyusSin sandar pelavanan dan

pengembangan digitalisasi layanan seperti pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan
program. Smartdukcapi. dan aplikasi layanan
SICANTIK dan OSS pada DPMPTSP

d. Adanya inovasi yang mempercepat pelayanan
kependudukan sepert
- “Pauh Dakar (Palu jatuh dokumen keluar.

Vaitu bentuk pelayanan kepada masyarakat
| vang telah menikah tetap: belum memiliki

buku nikah/tdak tercatat dd KLA
Disdukcapil bekerjasama dengan

- Pengadilan Agama dan Kementerian Agama
melaksanakan Itsbat Nikah terpadu dan

mengeluarkan 4 dokumen sekalyus berupa
penetapan pengadilan agama. buku nikah.
KK, akta kelahiran

- “Pelumas” (Pelayanan untuk masyarakar
disatnlitasi yaitu bentuk pelavanan dalam

| | mengurus dokumen kependudukan bag
masyarakat disabrlitas
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"No. Sasaran ! Hasil/Dampak Pelaksanaan RB
|

Ket

Tj 2 0 3 1
- "kadamang” (Kami datang masyarakat

senangi Vautu bentuk pelayanan
admurustras: kependudukan ke rumah

penduduk
- “Semedf (Satu Jam Mesti Jadil vatu

bentuk pelayanan prima dimana proses
dokumen kependudukan paling iama I jam
kalau persyaratan lengkap

- "Jamila" (kejar pemilih pemula yaitu

bentuk pelwwanan adminisirasi

kependudukan dalam merekam KTP-e! bagi

perduduk usia muda ke nagan dan sekolah

2.5. Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Atas Implementasi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Pemerintah Lima Puluh Kota pada tahun 2020 mendapatkan Indeks

Reformasi Birokrasi C (Kategori Kurang). Indeks € mendeskripsikan hahwa

peiaksanaan Reformasi Birokrasi belum mencapai karakteristik organisasi
berbasis kinerja serta mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi: Birokrasi

baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja. Laporan Hasil Evaluasi

ILHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Tahun 2020 melalui Surat Nomor 8, 171. RB.06/2022

tangga! 7 Maret 2022. memberikan catatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih bersifat administratif, yang fokus

terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan.

schingga pelaksanaan reformasi birokrasi belum memberikan dampak

perubahan vang signifikan. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi

masih di tingkat Pemerintah Daerah, penerapan pada tingkat Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya merata dan belum berjaian

secara optimal,
b. Penentuan agen perubahan bec!um didasarkan pada kebutuhan organisasi,

sehingga kehadiran agen perubahan belum memberikan perubahan budava

kinerja kearah yang lebih baik:

n Pemerintah Kabupater Lima Puluh Kota belum menyusun rencana aksi
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pembangunan reformasi birokrasi. dimana rencana aksi tersebut dijadikan
acuan dalam membangun reformasi birokrasi. schingga pembangunan
reformasi birokrasi lebih terarah dan terukur:

Gd. Peta keterkaitan antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan
OPD belum disusun. sehingga belum dapat mengidentifikasi kebijakan yang
tdak harmonis, dan kebijakan vang tumpang tindih:

€. Peta proses bisnis yang ada sekarang ini helum sepenuhnya disusun dengan
memperhatikan "'ugas dan fungsi, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
Selain itu penerapan e-gowernment masih dilakukan secara parsial dan
belum terintegrasi. sehingga belum mengungkit kinerja dan lavanan:
Belum optimalnya penguaran sistem manajemen sumber dava manusia
antara lain mengenai tindax lanjut asesment sebagai dasar pengembangan
karir individu bcrbasis kompetensi. penyusunan perencanaan
pengembangan komperensi pegawai atau Human Capital Development Plan
iHCDbj belum menyeluruh, dan tidak ada pemetaan talenta sebagai dasar
penempatan jabatan kritikal/ suksesi:

&. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP| masih terbatas pada
peran untuk mengevaluasi program dan kegiatan serta memberikan usulan
penvempurnaannya linsight), dan belum menyentuh peran untuk
mengevaluasi kinerja organisasi fowersigh!! maupun peran untuk
memprediksi resiko dan peluang vang akan terjadi serta memberikan usular
kebijakan kepada unit kerja (foresight:

h. Pelaksanaan kebijakan pengawasan internal dan integritas. seperti
penanganan gratifikasi, Whistleblowing System (WBS, pengeiolaan
pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan masih bersifat
formalitas dalam pelaksanaannya. Sehingga belum sepenuhnya efektif dalam
mengawal organisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi: dan

i. Upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap
pemenuhan standar minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima

Adapun rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada
tingkat Pemerintah Dacrah hingga ke level OPD. Program-program vang
dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi serta rencana kerja pada
level OPD diharapkan dapat fokus pada upava-upaya konkret yang akan
dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah vang bersih dan

£

akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik vang berkualitas:
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. Menetapkan agen perubahan secara baik sehingga agen perubahan terpilih,b.

dapat menciptakan budava kinerja vang lebih baik pada masing-masing unit

kerja sesuai dengan target-target yang diharapkan:
. Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi berikut dengan ukuran

keberhasilannya. untuk dijadikan acuan oleh pusat dan OPD dalam

membangun reformasi birokrasi:
. Memetakan kebijakan vang ada agar dapat mendcteksi kebijakan yang tidakd.

harmonis. dan kebijakan yang tumpang tindih antara kebijakan Pemenntah

Pusat/ Pemerintah Daerah dan OPD, untuk selanjutnva disinkronkan atauP
dicabut:

. Menyusun pera proses hisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasie.

tcrhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja
berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi pencrapan e-

gOovemment yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan dan evaluasi
secara berkala,

Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen sumber Java manusia. Antara
lain dengan menyusun standar kompetensi jabatan, melakukan asesmen

pegawai secara menveluruh, menyusun HCDP dan pemetaan talenta prgawai

£

sebagai dasar penempatan jabatan yang bersifat kritikal/ suksesi,
. Meningkatkan kapabilitas APIP untuk menjadi Trusted Adrisor and Ouality&
Assurance melalui peningkatan kuantitas dan kapasitas auditor, serta secara

bertahap merubah budaya dan cara kena APIP untuk lebih mengawal

pencapaian kinerja dan identifikasi risikonya dibandingkan sehatas

melakukan reviu, audit dan evaluasi rutin:

.Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengawasan internal. sepertih.

penanganan gratifikasi, WBS, pengelolaan pengaduan masyarakat, benturan

kepentingan. serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah baik
di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat OPD: dan

Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan

menindaklanjuti hasil penilaian survei kepuasan masvarakat yang dilakukan
secara menveluruh dan mendorong lahirnva inovasi-inovasi dalam hal

pelavanan agar mampu membenkan kepuasan secara maksimal kepada
masvarakat.
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2.6. Tantangan/Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tantangan /hambatan yang dihadapai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh1

Kota dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi adalah sehagai

|

|

berikut:

Tabel 2.3.

Tantangan/Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
"No.i Sasaran

0

Yantangan/Hambatan
“1 2 3

IL. Birokrasi yang bersih dan
| akuntabel

2 Birokrasi yang efektif dan
efisien

4

b

d

a

Ket

Belum terbentuk pola pikir clan pemahaman
para pegawiu tentang peran penting
penyelenggaraan pemerintah daerah vang
bersih dan alarntabel sebagai pijar pembenruk
pemerintahan vang baik.
Belum optimainya role mode! vang menjadi
teladan dalan praktik penyelenggaraan
pemcnntahan yang profesional. bersih dan
akuntabel sesuai dengan bidang tugasaiva

. Peningkatan La. enforcement terhadap«

pegawai atau pejabat vaung melakukan
tindakan KKN dan indispliner. sehingga dapat
lebih memberikan efek jera
Skema/ mekanisme pembenan reward dan
presshmert vang belum tepat. terukur dan
adil bag pegawai sesuat dengan kinerja
peranan

. Belum optimal pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lapangan
Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh
kegatan vang dilakukan maah perlu
ditingkatkan, dan anggaran belanja publik
terus ditingkatkan dibandingkan anggaran
belanja aparatur agar dapat mewujudkan
pengelolaan anggaran yang proyrouth, pro-
Doar dan pro-ob:
Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan
pemerintah daerah vang perlu dievaluasi agar
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
dan fungsi irupoksil:
Penenmuan dan penempatan pegawai terus
dilakukan secara transparan dan sesuai

b.

c.

kompetensi jabatan dengan berdasar pada
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No. Sasaran Tantangan/Hambatan
—

1 2 3

|

h.

Ket

regulasi yang berlaku untuk meminimalisir

terjadinya penyimpangan:
Pengawasan dan pengendalian terhadap

disiplin pegawai:

Penerapan pakta integritas terkait dengan

jani pelayanan belum dijalankan dengan
baik:
Standar Kompetensi Jabatan baru disusun

sampai Jabatan Tingg Prataroa,
. Penyusunan formasi belum didasarkan pada
analisis jabatan dan beban kerja:
Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka
belum ada belum berjalan secara optimal.

3 Birokrasi yang memiliki -
pelayanan publik
berkualitas

2.7. Kondisi yang Diharapkan

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada
sektor-sektor pelayanan dasar sebagai respon

terhadap keluhan masyarakat tentang
pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh

Kota,
Behim semua Perangkat Daerah memiliki Peta

Proses Bisnis dan SOP:

Meningkatkan cfektifitas dan efisiensi

pelayanan di Kabupaten Lima Puluh kota:
. Peningkatan tasilitas pelayanan. sarana dan

prasarana bagi masyarakat berkebutuhan

khusus:

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik
belum dilakukan secara optimal, khususnva
terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak

lanjut pengaduan pelavanan publik: dan
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
informasi dalam pelavananpublik.

Sebagai langkah awal untuk menentukan jalannya pelaksanaan reformasi

birokrasi yang lebih sistematik dan sinergi. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota melakukan upaya identifikas harapan pemangku kepentingan. Tujuan
dari hal tersebut agar pelaksanaan reformasi berfokus pada kebutuhan

pemangku kepentingan. Dari pencapaian kinerja, permasalahan yang ditemui,
maka kondisi reformasi birokrasi yang menjadi harapan pemangku
kepentingan, antara lain:
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Tabel 2.4.
Kondisi yang diharapkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

“No. Sasaran Kondisi vang diharapkan | Ket
Bag DN | Kk

yo 2 3 3
— Ao——-—ee 5 5 an d - —

l Birokrasi yang bersih dan 4 Veningkatva kepatuhan dan efekuvitas
| akuntabel terhadap pengelolaan keuangan daerah.

e.

sehingga dapat mempertahankan opini Wajar
Tanpa PengecualianiWTP. dari BPK:

. Integritas dan profesonalisme Aparatur Sipil
Yegara (ASN) Harapan mn tampaknya
membenkan indikam bahwa masyarakat
sangat mendambakan para birokrasi vang
Juur. penuh pengabdian, dan memiliki

kompetensi yang diperlukan dalam
memberikan pelayanan:

. Pemimpin daerah. termasuk para pejabat di

lngkungan Pemerintah Kahupaten Lima
Puluh Kota diharapkan dapat menyadi teladan
dalam berbagai nundakan atau bahkan

menjadi penggerak penvelenggiuaan
pemerintah vang bersih dan bebas KKN:

. Dan pihak pemangku kepentingan internal
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

umumnva mengharapkan adanya
peningkatan kesejahteraan ASN sebaga
bagian dari upaya mengurangi atau

menghilangkan tindakan- tindakan yang
terkait dengan KKN:

Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara

opumal:

Pelaksanaan APBD srsuai dengan
perencanaan dan penganggaran:

. Etekufitas Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat
Daerah:

. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas
Intern Pemenntah (APIP sebagu guahty
assurance, consulnng dan cari warming daa
Meminimalsir penyalahgunaan wewenang
teradinya korupsi. kolusi dan nepovsme
melalu: pembangunan Zona integntas menuju
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
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(No.
| —

Sasaran
|Ll 2
|

Kondisi yang diharapkan Ket
|3 “3Lo

2 | Birokrasi yang efektif dan
«

Pemermtah Kabupaten Lima Puluh Kota
efisien

Na Pa

Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik

a.

b.

. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan

Bersih dan Melayani.

mempunyai target memperoleh nilai
akuntabilitas sampai pada kategori A:

. Peningkatan revund dan punsimect bagib.

pegawai berdasarkan sistem penilaian kinerja
secara konsisten:

. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi
dalam penyelenggaraan pemenntah daerah,
sehingga sumber-sumber dapa! dipergunakan
Secara efisien dan efekuf,

d.
standar kompetensi dan aturan vang berlaku:

. Peningkatan penerapan keterbukaan€.

informasi publik.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam
menjalankan minunistrasi. proses bisnis dan
pelayanan publik,

. Penerapan sistem pelavanan yang leluh8.
akuntabel, dilihat dari kejelasanbiaya. proses.
progress. kepastian hukum dan petugas vang
melayani:

. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitash.

Kinera Instansi Pemerintah:

Meningkatkan kualitas penyusunan dan

publikas produk hukum daerah dengan
memanfaatkan teknologi internet (onlinej: dan

Peningkatan kuahtas .PPD

Perungkatan fasalitas umum dan sowal
diberbagin lokasi:

Perubahan budaya melayani diseluruh leve!
unit pelayanan atau bahkan pada seluruh
Peringkat Daerah. Seluruh jajaran pejabat
diharapkan dapat menerapkan budava yang
mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam

3.

melaksanakan tugasnva.
“ Peningkatan sarana prasarana pendidikanCc

berwawasun lingkungan! greet. school:
. Peningkatan kualitas pendidikan karakter
pegawai melalui pelatihan budaya kerja:
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|
No.

|
Sasaran

|

Kondisi yang diharapkan | Ket
|wi 2 1 3

| En
Ce. Tersedianya regulasi yang memada terkait

penyelenggaraan pelavanan publik:
. Terlaksananya percepatan penerapan dan

pencapaan Standar Pelayanan Minimal

SPN),
. Penerapan Standar Pelavanan dan maklumat2
pelayanan pada seluruh penyelenggara
pelavanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan:

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
sesuai dengan peraturanperundang-undangan
vang ditindaklanjui dengan perbaikan
pelayanan secara berkelanjutan:
Pemanfaatan teknolog informasi dalam

penyelenggaraan pelayanan pubhk:

Pengelolaan pengaduan diselenggarakan |

h

sesua: peraturan perundang- undangan.
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BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

4.1. Analisis Lingkungan Strategis
Faktor lingkungan vang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi

ini adalah context ikonteksi dimana birokrasi beroperasi yaitu beberapa hal

yang dapat mempengaruhi jalannva program Reformasi Birokrasi.
|. Integritas dan Profesionalisme

Kunci sukses birokrasi dalam men'alankan fungsinya sebagai pelaksana
kebijakan publik dan pelavanan publik adalah dengan meningkatkan dan

menguatkan integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi ASN. Hal ini

perlu didorong dengan penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme
sebagai bagian dari proses mewujudkan tata kelola pemerintahan vang baik
dan bersih. Tolok ukurnva adalah pencapaian penilaian kualitas kinerja
aparatur yang dihasilkan oleh aparatur di Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota. Selain itu, tercermin juga melalui perilaku aparatur birokrasi

yang berintegritas dan profesional. Peningkatan integritas dan

profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perwujudan good
govemance di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada LU
Nomor 5 Tahun 20143 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan ASN

vang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Penaniian Kerja IPPPK, harus memiliki integritas. profesional, netral dan
bebas dari intervensi politik. serta mampu menvelenggarakan pelayanan
publik bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan

penataan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang
meliputi :

a. Pembinaan ASN yang mempunvai fungsi melayani, disiplin dan bersih:
b. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan

dasar secara efekrif, efisien dan akuntabel.

2. Penegakan dan Kepastian Hukum

Penegakan koersif vaitu melalui penegakan hukum sangat diperlukan dalam
reformasi! birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak

berjalannya sistem reward dan purishment. Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota perlu mendorong dan melaksanakan pemberian penghargaan
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bagi Perangkat Daerah ataupun ASN vang mampu melakukan perubahan
dan inovasi ke arah yang lebih baik bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota demi kemajuan daerah. Sebaliknya. perlu punishment tegas bagi
Perangkat Daerah atau ASN yang tidak melaksanakan atau abai dalam
melaksanakan reformasi birokrasi. Pemberian reward dan punishment ini

perlu diatur dalam regulasi atau kebijakan vang jelas dan tegas sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu dilakukan
penguatan pengawasan dari seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi sesuai dengan tolok ukur vang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan/Kepala Daerah dalam

mewujudkan tata kepemerintahan vang baik.

. Administrasi dan Kelembagaan
Aspek adminstrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip
dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara
Pemerintah daerah dan masvarakat. Struktur organisasi perangkat daerah

yang dibentuk harus benar-benar divakini mendukung pencapaian sasaran

strategis dan tujuan berdirinya organisasi serta tidak saling tumpang tindih
antar struktur. Selain itu, struktur tersebut tentunya berorientasi

mempermudah proses pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas setiap
Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota vaitu
dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dengan
diperkuat sistem administrasi yang ringkas dan terpadu. Oleh karena itu,

penataan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran
dengan input SDM yang berintegritas, profesional, dan kompeten, serta
sistem administrasi yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja organisasi
dan menghadirkan ASN Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang
berintegritas, kompeten dan profesional untuk mewujudkan birokrasi yang
bersih. akuntabel dan kapabei.

3.

. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan

pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan
dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap

3

sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang
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pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek
konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi vang negatif dapat
menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi vang profesional. bahkan
nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya
mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas
mendasarnya. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki

budaya kerja vang setiap tahun dikompetisikan agar setiap organisasi
perangkat daerah terus berinovasi dan memperkuat budaya kerja di
organisasi masing-masing demi mewujudkan birokrasi vang berintegritas
dan profesional.

Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi
pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih
baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030.
Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat
membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global
maupun regional. Dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota memperhatikan aspek dalam perencanaan tata

ruang yang tepat, vaitu: pengembangan sumber dara alam harus

memperhitungkan daya dukung dan daya tampung, pendayagunaan sumber

daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorsi
perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut: adanya alokasi sumber

daya alam dalam beberapa zona diantaranya hutan lindung, wilavah
industri, daerah aliran sungai dan sebagainya, dan melakukan penerapan
dokumen lingkungan pada pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap kegiatan
tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis, tetapi juga lavak secara

lingkungan.

5.

a

Revolusi Industri 4.0

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menciptakan dinamika dan sejumlah
tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak
terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara

kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan

6.

masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi
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mobile internet, komputasi awan. kecerdasan buatan. maha data. dan
Internet of Things (OT) akan mendorong pemerintah daerah untuk
memberikan layanan mandiri, lavanan bergerak. dan layanan cerdas yang
fleksibel dan tanpa batas bagi masvarakat. Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas reformasi
birokrasi vang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelavanan publik
yang inovatif, bersih, cfektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada
teknologi informasi. Hal ini sebagai wujud penvesuaian diri terhadap
perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan
di era Revolusi Industri 4.0,

4.2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi
Isu strategis merupakan content (konten) yang berpengaruh signifikan

dalam proses reformasi birokrasi yaitu beberapa hal terkini Yang Segera dapat
direspon oleh Pemerintah Dacrah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik.

1. Penyederhanaan Struktur dan kelembagaan Birokrasi
Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil
kelembagaan pemerintah vang tepat fungsi, lepat proses dan tepat ukuran.
Organisas: pemerintah, termasuk pemerintah daerah saat ini dihadapkan
pada tantangan vang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia.
Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan
kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi
birokrasi yang harus dilaksanakan. Penvederhanaan siruktur dan
kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi
kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan
tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Sman
Insritution.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada
sidang paripurna MPR RI! pada tanggal 20 Oktober 2019. Penvederhanaan
birokras: tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi
menjadi dua levcl dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level
tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan hirokrasi Pemerintah
Daerah tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, vang salah
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satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian

mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

2. Transformasi Digital dan Perwujudan Smart Governance

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan

fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi
digital. Tantangan global menuntut para birokrat untuk cakap dan respon
dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital
atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan

langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun
2025. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan transformasi

digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE vang terpadu dalam rangka
mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan
layanan mandiri, layanan bergerak dan lavanan cerdas yang fleksibel dan

tanpa batas.

Sementara itu, Smart governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan
yang dilaksanakan secara cerdas yaitu tata kelola pemerintahan yang
mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga
menghasilkan proses bisnis vang lebih cepat. efektif, efisien. komunikatif
dan selalu melakukan perbaikan. Pemerintahan vang cerdas adalah

pemerintah vang dapat memaksimalkan potensi vang dimiliki dan

meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga
mengindentifikasikan seberapa mampu pemerintah dalam mengelola
pemerintahannya. Hal penting dalam penyelenggaraan smart governance
antara lain:
a. Keterbukaan informasi publik,
b. Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan

masyarakat:
Cc. Smartculture: kota yang cerdas bukan hanya kota

yangmemanfaatkan teknologi canggih dalam setiap aspck kchidupannva,
d. Kota yang cerdas juga merupakan kota yang dapat mempertahankan
jati diri dan karakter khas kota tersebut:

e. Masyarakat dapat mengeluarkan pendapat dan ide secara langsung:
Pemerintah dapat memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya.£



3. Pandemi Covid-19

Penyesuaian perencanaan daerah dan adaprasi haru dalam penvelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik akibat adanya bencana nasional non-

alam yaitu Pandem: Covid-19. tentunya berimbas pada penentuan kembali

target dan indikator tujuan, sasaran maupun program vang sudah

ditetapkan dalam perencanaan daerah. termasuk dalam penyelenggaraan
reformasi birokrasi. Selain itu, penerapan prorokoi kesehatan untuk menjaga
physical distancing menyebabkan periunya perubahan perilaku dan

beradaptas: dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan
aktivitas pelayanan publikdan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi
periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan erhadap lingkungan
strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta
sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan
sasaran Reformasi Birokrasi vang ditetapkan diharapkan dapat menjawab
tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu
siratcgis Reformasi Birokrasi kedepan.

4.1. Tujuan
Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota 2021-2026 adalah menciptakan pemerintahan yang baik, inovatif.
bersih, cfektif, akuntabel, dan demokratis vang berbasis pada teknologi
informasi,

4.2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.
Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PA | Tahun 1 Tahun
| Tahun | Tahun 'Tahun

|
TahunNo Arah Kebijakan

| |

2021
|

2022
|

2023
|

2024
|

2025 | 2026
Mermngkatkan kuahtas |

| perencanaan
pembangunan daerah xXxXxXx

Peningkatan penerapan e-

goverment dalam:
penyelenggaraan Xx x Xx X Xx

pemerintah

—— Peningkatan pengawasan
| TT

3 penvelenggaraan
pemenntah daerah xxXxxx

4 Peningkatan inovasi daerah Xx Xx
'

Xx Xx Xx
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| Tahun
| Tahun |

Tahun | Tahun |! Tahun '! Tahun:
2021

|

2022
|

2023 2024
|
2025

|

2026

1
Ino Arah Kebyakan

n

—. l
Meningkatkan kual:tas dan

kuantitas komunikasi dan
informatika. siatisik dan h X X Xx

|

Xx
3

persandian

Meningkatkan pengeloiaan'
&

penge x N x x x
keuangan daerah

“Meningkatkan penataan
dan kualitas kepegawaian

|

Xx Xx Xx Xx AN

daerah
" —

Meningkatkan kuahtas
| — |

|

8 penataan kelembagaan dan

pelaporan AKIP
|

|

Peningkatan kualitas

aparatur pemerintah
daerah melalui

|

perungkatan etos kera.
9

(budaya kerja.
profesionalisme serta

penempatan perabat
berdasarkan kapasitas dan

kapabilitas.

Penguatan dan penataan
|

|

kelembagaan organisasi
10 perangkat daerah sesuai

kewenangan dan beban

kerja
Penguatan pengelolaan
keuangan daerah

bertumpu pada sistem

anggaran yang transparan.

bertanggung jawab, dan

dapat menjamin efeknvitas

pemanfaatan dalam rangka Xx X Xx Xx X
mewujudkan kapasitas
keuangan |

pemerintah daerah

Peningkatan advokasi
hukum dalam menjamin

-

pelaksanuan pembangunan Xx Xx NX X Xx

di daerah |

—— |

XxXxx

xXxXxXxx

XxXxXxx

—

R.
11

1
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Tahun r Tahun ! Tahun
| Tahun Tahun ! Tahun|No Arah Kebijukan

| .2021
|

2022 223
|

2024
| 2025 |

2026 |“35»

Perungkatan dan

pengembangan kemitraan
dan kerjasama pada

18
Iingkat , |

lokai, nasiona) dan
ntermnasional

Mengembangkan

xx

miklusivitas lavanan sosial
14 terhadap

penyandang disabiitas
rumah tangga miskan

Meningkatkan kuantitas
|

AN Tn Nan

dan

kualitas SDM pendamping Xx Xx X Xx X

XxXxXxXxXx

korban bencana Sosial |

-

15

Penataan Orgarusasi
15 Xx Xx

Perangkat Daerah

|. Meningkatkaan kuahtas

manajemen pelayanan
XxXxXxXxx

Meningkatkan kualitas
18 penanganan pengaduan

masvarakat XxxXxXx

— “Meningkatkan kuantitas

:g
dan kualitas saranan dan

prasarana pelayanan Xx N X Xx Xx

publik
Sumber: RPIMD Tahun 2101-2025

4.3. Sasaran
Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan

Sub sektor aparatur negara. sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional IRPJMN| Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran
Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi. vaitu:

. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel:

tu . Birokrasi yang Kapabel:
3. Pelayanan Publik yang Prima.

H
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Keuga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut divakini merupakan
pengungxrit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Sela:n itu

penetapan ketiga sasaran di aras jupa mempertimbangkan keberlanjutan dari
sasaran Reformasi Birokrasi

lingkungan strategis pemerintah.
Tabel 4.2. Indikator Keberhasilan Sasaran Reformasi Birokrasi

periode sebelumnya dengan memperhatikan

i ika “seli argoMn
Birokrasi vang Bersih Predikat SAKIP 50.23 Bi TS 003)

|

dan Akuntabel “Opini BPK NTP WP
"IndeksReformasi A25 NA:
Birokrasi

—

Birokrasi vang kapabel Indeks 3395 TT 83
Tn

Profesionalitas ASN
|

Pelayanan Publik vang “Indeks Kepuasan
"

— 83.90 Bak) 95.08

Prima Masyarakat (Sangat Baik)
Sumber : RPJMD Tahun 205 3GP E

4.4. Strategi Pelaksanaan
Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map

2021-2026,
strategi pclaksanaan reformasi birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam Road Map ini, terdapat beberapa hal baru yang belum ada dalam Road

Afap periode sebelumnya, namun hal yang dipandang efektif pelaksanaannya di

periode sebelumnya tetap dipertahankan. Penambahan hal baru terlihat dengan
ditetapkannya sasaran dan indikator program vang terukur agar ketercapaian
perubahan pada setiap area/ bidang dapat lebih dimonitor secara riil.

4.4.1. Program/ Kegiatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Indikator program tiap area perubahan reformasi birokrasi adalah

sebagaimana terdapat pada tabel berikut:
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Sasaran dan Indikator Program Area PerubahanReformasi Birokrasi
Tabel 4.3.

Po
Lea) na) | 3Fc | £ 5 8
—S 5 5 a.£

No Area Perubahan Indikator 813 2 z8
Reformasi Birokrasi F3 $$ £ »282 48 S5

a lai 8
| 4 Ra

1 Manajemen Perubahan 1. Indeks kepemimpinan
|Perubahan Y v v
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Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui

program-program prioritas vang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk

mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program reformasi birokrasi
dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup
kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program guick wins
dan merupakan pelaksanaan level mikro dengan fokus implementasi program
reformasi birokrasi. Sebagaimana dalam matriks berikut:
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Tabel 4.4.
Program, Kegiatan dan Indikator Area Perubahan
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(61 | dGp 2) | (3
1 Manaemen | Indeks

Perubahan Kepenmimpin
an
Perubahan

4 Pengembangan dan
penguatan nilai-nilai
untuk meningkatan
komitmen dan
implementasi perubahan
Iretorerg,
Penguatan nilai
Integritas,
Pengembangan dan
penguatan peran agen
perubahan dan role
model.
Pergembangan budaya
kena dan cara kerja vang
adapnf dalam
menrongsong revolusi
ndustn &0

»

-

2 Penataan Indeks
Peraturan Reformasi

| Perundang: Hukum
undangan 3. Indeks
PLLI Deregu Kualitas
lasi kebjakan kebiakan

2

Melakukan identifikasi
dan pernetaan regulasi
ungkup instans
pemerintah
imenghilamgkan
Oreriapping peraturan):
Derepulas aturan yang
menghambat birokrasi:
Penguatan Sistem
Regulasi di lingkup
nslansi pemerintah,
Mesakukan perencanaan
kebijakan yang mriputi
agenda setting dan
formulasi kebijakan:
Melakukan cvajuasi
kemanfaatan kebijakan

“

-

3 Penataan 4 Indeks
Organisasi kelembagaan
Kelembagaan

3 ' Penataan Tata 5. Indeks SPBE
| Laksana 6. Indeks

Pengawasan

»

Yang telah disusun
ASessme. orgarn Sai

0

berbasis kanerna:
Resiruktunsasi
(penyederhanaan)
kelembagaan instansi
pemerintah daerah
berdasarkan hasil
Usesmeni
Membentuk struktur
Orparusasi vang tepat
fungsi

J

Penerapan —
tata kelola

SPBE:
Penerapanmanajemen

Ad
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Kearsipan
7. Indeks

Pengelolaan
Keuangan

8. Indeks
Pengelolaan
Aset

Sistem
Manajemen
SDM

SPBE:
Penerapan lavanan SPBE:
Mengintegrasikan
pemanfaatan IT dalam
tata kelola pemerintahan:
Implementasi manajemen
kearsipan modem dan
handal (dari manual ke
digital):
Melakukan pengelolaan
ATrSIP sesuai aturan:
Mengimplementasikan
digitalisasi arsip:
Melakukan pengelolaan
keuangan secara tepat
dan sesuai aturan:
Melakukan pengelolaan
atas aset sesuai dengan
kaidah dan aturan yang
berlaku:
Penguatan implementasi
keterbukaan informasi ,

publik:
Pengembangan proses
bisnis instansi dan unit:
Penvelarasan proses
bisnis dan SOP.

9. Indeks
Profesionalit

10. Indeks Merit
System

11. Indeks Tata
Kelola
Manajemen
ASN

Menerapkan prinsip
prinsip manajemen ASN
secara profesional,
Implementasi: manajemen
ASN berbasis ment
system,
Penerapan ukuran
kinegya individu:
Monitoring dan evaluasi
kinerja individu secara
berkala,
Penguaran implementasi
reward dan purishmenr
berdasarkan kinerja:
Pengembangan
kompetensi dan karir
ASN berdasarkan
hasil /monitoring dan
evaluasi kinerja dan
kebutuhan organisasi:
Pemanfaatan IT dalam
manajemen ASN.
Pengembangan nilai- nilai
untuk menegakkan
integritas ASN:
Pengembangan
implementasi manajemen
talenta (talent pool):
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kepegawaian unruk
pengembangan karir dan
talenta ASN.

o

|& Penguatan 12 Nila SAKIP '& Melakukan perencanaan
Akuntabilitas 13 Indeks terintegrasi dan

Perencanaan perencanaan vang lintas
sektor (colaborafive and
Crosscutting):

& Penguatan Keterlibatan
pimpman dan seluruh
penanggungjawab dalam
perencanaan kinerja.
monitoring dan evaluasi
kinerja. serta pelaporan
kinerja:

ie Peringkatan kualitas
|

penyelarasan kinerja unit
kepada kinerja organisasi
(goai and Strategy

|

|

cascadey
€& Pelaksanaan moritoring

dan evaluasi kinerja
secara berkala:

@ Pengembanganpengintegr
—

asian sistem informasi
kinerja, perencanaan dan
penganggaran,

# Penguatan implementasi
value for money dalam
rangka merealisasikan
anggaran berbasis
kinerja.

Pengawasan 14. Maruritas 8 Melakukan penguatan
SPIP implementas SPIP di

15. Kapabilitas seluruh bagian
APIP organisasi:

16. Opini BPK & Meningkatkan
17. Indeks Tata kompetensi APIP:

Kelola PBJ & Pemenuhan Rasio APIP
(pemenuhan jumlah :deal
aparatur pengawas:

$ Melakukan pengelolaan
dan akuntabilitas
keuangan sesuai kaidah
dan aturan yang berlaku:

8 Melakukan pengelolaan
barang dan jasa sesuai

| aturan:
# Pembangunan unit kerja

Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM:

& Penguatan pengendalian
gratifikasi:
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Penguatan penanganan
pengaduan dan
komplain:
Penguatan efektivitas
manajemen risiko:
Pelaksanaan pemantauan

8 Pelavanan
Publik

18.

19,

Indeks
Pelayanan
Publik
Hasil Survev
Kepuasan
Masvarakat

&

benturan kepenungan.
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Melakukan penguatan
implementasi kebijakan
bidang pelayanan publik
IStandar Pelavanan.
Maklumat Pelayanan.
SKM:
Pengembangan dan
pengintegrasian sistem
informasi pelavanan
publik dalam rangka
peningkatan akses publik
dalam rangka
memperoleh informasi
pelavanan:
Pengelolaan pengaduan
pelayanan publik secara
terpadu. tuntas dan
berkelanjutan dalam
rangka memberikan
akses kepada publik
dalam mendapatkan
pelavanan yang baik:
Peningkatan pelayanan
publik berbasis
elektronik dalam rangka
memberikan pelavanan
yang mudah. murah.
cepat dan terjangkau:
Penciptaan.
pengembangan. dan
pelembagaan Inovasi
pelavanan publik dalam
rangka percepatan
peningkatan kualitas
pelavanan publik:
Pengembangan
pelayanan dengan
mengintegrasikan
pelayanan pusat. daerah
dan bisnis dalam Mal
Pelayanan Pubiik:
Pengukuran kepuasan
masyarakat secara
berkala:
Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pelayanan
publik secara berkala.

sistem
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& Mendorong OPD unruk

melaksanakan surnci
kepuasan masyarakat:

Meningkatkan tindak lanjut
dari Laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat.

4.4.2.Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi
Bersih Melavani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) termaktub dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Program /Kegiatan Dalam Rangka Penerapan Zona Integritas
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Program

Noj Arca
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Integritas Menuju
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& Penyiapan OPD lan
mhaga Lona
Intcgntas menuju
WBK/WBBM pada
tahun berikutnya:

$& Monitoring dan
—

#valuasi,
@ Melakukan berbagai

perbaikan yang
diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan
keggatan untuk |

menjaga konsistensi
perbaikan
berkelanjutan

U
u

44.3 Onick Win

Ouick Wins adalah pelavanan vang bersifat strategis bagi pemerintah
dacrah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan
dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari
pemerintah yang sangat dirasakan oleh masvarakat dan atau pemangku
Kepentingan. Jenis pelavanar yang akan dijadikan Ouick Wins adalah jenis
pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelavanannve dan
men.benkan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang
sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Otack Yins
meliputi Cuick Wins Mandatory ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wajib
dilaksanakan oleh pemerintah dacrah. Uwck Wins Mandiri ditetapkan oleh
pemerintah daerah sesuai kebutuhan dacrah. Ouick Wins Mandatory untuk
tahun 2021 adalah Penvederhanaan Birokrasi. Ouick Wins Manadatory untuk
tahun-tahun selanjutnya akan ditetapkan kemudian oleh Pemerintah. Adapun
jenis-jenis pelayanan vang menjadi Pick uins mandiri Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:
|. Penataan organisasi berbasis fungsional:
2. Perencanaan dan pembagunan Zona Intcgeriras:
3. Pengembangan Inovasi dan pelayanan terintegrasi berbasis online.
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Tabel 4.6.
Program/Kegiatan Ouick Wins

| Oak Wins | Program) Kegiatan
i

&. PenataanOrgan 0. Identufikisa tabaran struktural yang akan diahihikan
lerbasis fungsional b. Menindaklanjuu hasil rekomcndaa pemetaan oleh |

n

kemetenian dalam ncgen
«. Penyusunan desain Perangkat Daerah herbasis

fungsional
d, Pengalihan jabatan wiruktural ke jabatan fungsional

yang ssuan

Morutonng dan evaluasi pelaksanaan pengalihan
jabatan struktural ke jabatan fungsional vang sesuai

|
f£ Tindak lanjut perbukan hasi momtonng dan evaluasi
00 siSIcM .

'b. Perencanaan dan a Perencanaan zona utcgntas
pembagunan Zona b. Sosialisaa dan pembinaan pengembangan zona
Integeritas integritas

c. Penctapan unit yang akan dikembangkan mwnjadi zona
integritas
Membumngun zona integritas
Evaluasi atas zona integntas
Penetapan unt kena sebuga pionir menuju
WBK/MBBM : .
Sosialisasi dan peminnaan pengembangan inovama
Idenufikasi pelan ananan online/ digitalisasi pelayanan
Pengembangan stem berbarnis online
Upcoba sistem
Penyempumaan astem
Penerapan sistem
Maritonmng dan evaluasi sistem
Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
saat

1. Pemelharaan dan pengembangan secara berkelanjutan
untuk menjamin dan menjaga inovasi pelayanan vang
baik.

r- — —ee
| c. Pengembangan Inovasi

pelayanan
|

Fo
Tn

At
up

4.5. Prioritas Perangkat Daerah
Kegiaran-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-

target pada masing-masing Perangkat Dacrah diserahkan pada masing-masing
yang bertanggung jawab dan Perangkat Daerah vang terkait sebagai rangkaian
dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan
Reformasi Birokrasi.

Bagi Perangkat Daerah vang terkait dengan prioritas daerah dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk
mewujudkantarget-target dimaksud.

4.6. Rencana Aksi
Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas,

maka dapat disusun rencana aksi sebagai berikut:

e.
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da
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BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

5.1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota berjalan dengan baik. maka perlu dilakukan

pengelolaan yang baik. Untuk itu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

dengan Keputusan Bupati Nomor 212 Tahun 2021 tentang Pembentukan

Struktur Organisasi Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Tim ini berperan sebagai

penggerak. pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Tugas dari Tim Reformasi

Birokrasi ini adalah:
l. Merumuskan Road Map pelaksanaan Rcformasi Birokrasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota:

2. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program

prioritas di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota:

3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan baik,
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
5. Melakukan penyesuaian-penvesuaian yang diperlukan agar target vang

dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder,

6. Merancang rencana manajemen perubahan sesuai dengan bidang tugasnya:
7. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan bidang tugasnya. dan

8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan

penvesuaian-penvesuaian yang diperlukan.
Selain iru, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi

berjalan secara masif dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.
maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan Perangkat Daerah

sehingga program reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara bersama dan

seialan.

5.2. Monitoring
Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam

rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:
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Pada tingkat Perangkat Daerah. pelaksanaan monitoring dilakukan
terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan vang menjadi prioritas
pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu. dan prioritas
yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam
rencana aksi, dilakukan melalui media:
1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah

setidaknya setiap satu bulan sekali:
. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang2
dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui survei. Survei

paling sedikit dilakukan enam bulan sekali:

Pengelolaan pengaduan,
Pengukuran target-target yang telah ditetapkan:
Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan
terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam
rencana aksi, dilakukan melalui media:
l.

8)

Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah

dibentuk, sedikitnya tiga bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno:
. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja
yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak
dilakukan tiga bulan sekali:

. Survei rutin melalui media online untuk mengetahui indeks kualitas
pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat:

. Pengelolaan pengaduan:
Pengukuran target-target vang telah ditetapkan:
Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-
masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:
Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan dengan cara

sebagai berikut:
1. Setiap unit kerja/koordinator vang ditunjuk untuk mengkordinasikan

kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing
Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus

terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya,
. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin,
paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera
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ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kcpada Kepala Perangkat
Daerah,

3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib
merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas
dasar langkah-langkah perbaikan vang sudah dirumuskan:

4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah,
makapermasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pieno:

. Seluruh hasil monitoring disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok
kerja Area Perubahan (Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerahj| dan

disampaikam kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi vang
koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, mekanisme
dilakukan sebagaiberikut:
1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus

terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi tanggung jawabnya:

2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan
kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh

Inspektorat Kabupaten,
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan:
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak

lanjut hasil keputusan rapat pleno:

3.

5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinsikan oleh

Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

5.3. Evaluasi
Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam

rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:
Pada tingkat Perangkat Daerah. pelaksanaan evaluasi dilakukan

terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas
pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas
yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam
rencana aksi, dilakukan melalui media:
1. Pertemuan rutin vang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah

setidaknya setiap enam bulan sekali:
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6.

Sunei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan vang
dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survei
dilakukan setahun sekali:
Suri rutin secara online:

Pergeloiaarni pengaduan:
Pengukuran target-target vang telah ditetapkan setiap enam bulan sekal::
Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam

bulan sekali.

2

3.

5.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, pelaksanaan
cvaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana
direncanakan dalam rencana aksi. dilakukan melalui media:
1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja vang telah

dibertuk, enam bulan sekal: sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja

vang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak
dilaktikan enam bulan sekaji.

3. Survei rutin melalui internct untuk mengetahui indeks kualitas
pelayananvang dipersepsikan oleh masyarakat.

4. Pengelolaan pengaduan.
9. Pengukuran target-target vang telah ditetapkan seuap enam bulan.

Laporan kemajuan pciaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-
masing kciompok kerja pada rapat pleno vang dilakukan untuk evaluasi
seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme evaluasi dilakukan sebagai
berikut:
|. Setiap unil kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan

kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing
Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi sctiap enam bulan sekali
terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya:

2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah bersama um di Perangkat Dacrah, wajib

6.

merumuskan langkah langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas
dasar langkah langkah perbaikanyang sudah dirumuskan:
Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah,
maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno:
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5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok
kerja Arca Perubahan (Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah! dan

kepada Kelompok Kerja Moritoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh

Inspektorat Kabupaten:
Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. mekanisme

dilakukan sebagai berikut:
1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam buian sckali

terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi
Pemenntak Kabuparen Lima Puluh Kota yang menjadi tanggungjawabnva,

2. Hasii evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerna dan disampaikan
kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh

Inspektorat Kabupaten:
3. Hasil monitoring dibahas Galam rapat pleno untuk diputuskan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan:
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan scbagai tindak

lanjut hasil keputusan rapat pleno:
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh

Inspektorat Kabupaten memantau pelaksanaan tindak lanjut.

5.4. Pendanaan

Seuap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map Reformasi
Birokrasi harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan program
dan anggaran. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi mampu dibiayai melalui penganggaran setiap Perangkat
Daerah pengampu.
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BAB VI
PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kahupaten Lima

Puluh Kota tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan reformasi

birokrasi tahap ke-3/terakhir seteiah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 berakhir.

Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota selama 6 (enamj tahun mendatang. Dokumen ini

tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi vang tertuang didalamnya tidak

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target- target vang tclah ditetapkan.
Karena itu. diinstruksikan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah yang
berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi vang tertuang
didalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnva masing-masing,

dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga

terjalin keterpaduan pelaksanaannva.
Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dilakukan dengan

memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku

kepentingan.

Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-
langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknva
berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk

menjawab berbagaipermasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu,

fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upava untuk terus

melakukan perbaikan berkelanjutan.
Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi.

setiap Perangkat Daerah harus terus menerus berupaya untuk melakukan

upava perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi

Birokrasi.

Upava reformasi birokrasi merupakan upaya vang harus dilakukan

dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun

harus dilakukan dan tidak boleh ditunda.
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Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Lima Puluh

Kota harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah

berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik.
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